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PEMERINTAN KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIK AN

JI. Pendopo Tegalkalong No. 01 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep, 13%-Disdil/2018
Tentang :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK PGRI TANJUNGKERTA
Dibawah Naungan Yayasan YPLP PAUD DAN DIKAMS PROYV JABAR

a. bahwa Pendidikan adaloh tanggung jawab keluargn, masyarakat dan

pemerintah;
b. bahwa untuk membanty men ingkatkan  partisipasi  masyarakat  dalum

pelaksanaan  pemeratann  pendidikan, Yayasan YPLP PAUD DAN
DIKMAS PROV JABARGI yang beralamat di Bandung telah
mendirikan TK - PGRI TANJUNGKERTA dengan semua persyaratan
perdirian sudah terpenuly,

¢. bahwa sesuai pertimbangan huruf o dan b , dipandang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang
pemberian ljin Operasional kepada TK PGR] TANJUNGKERTA.

I Undang-undang Nomor 20 talun 2003 tentang Sistem Pendidikon Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )i

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor § tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagnimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor |3
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran 'Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

)

-



Memperhatikan

9. Peraturan Pemeri .
urs ntah Nomor 19 tahun 2007 tentang Stand
. ::mchdllcun oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Mencn:nh; v Pemgsoss
.Pcmmnm Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolsan dan
enyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Taliun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran NegaraNomor §105) scbagaimana telah diubah dengan
010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Yahun 2
l:nrllurln Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tenang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tehun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Daerah schagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
IS, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;
n Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Sumedang

17. Peraturan Laerah Kabupaie
Daerah  Kabupaten

Pembentukan Organisasi  Perangkat
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
erah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan

18. Peraturan Da
Daerah Kabupaten Sumedang:
16 tentang Pembentukan dan Susunan

19. Peraturan Daerah Nomor 1| Tahun 20
n Sumedang
raian Tugas Jabatan

Perangkat Daerah Kabupatc
20, Peraturan Dacrah Nomor § Tahun 2017 tentang U

Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21, Peraturan Bupati Sumedang Nomor | Tahun 2017 tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat

Susunan Organisasi
Daerah.

a. Akta Notaris H. Sukito, S.H.MH,M.Km. Nomor : 20 tanggal, 27
Nopember 2015  tentang Akta Pendirian Yayasan YPLP PAUD DAN
DAN DIKMAS PROV JABAR. S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026972 AH.0104 Tahun 2015
Tanggal 27 Nopember 2015

b, Keputusan Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Sumedang Nomor : 42I.IUJch.8011Dikbud.’2015 Tanggal 07 April 2015

ndirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
pendidikan Kecamatan

tentang ljin Pe
PGRI TANJUNG KERTA.
Oktober 2018;

Surat Permohonan ari
Tanjungkerta Nomor : 421.177

UPT Kantor Dinas

o 3/UPT /2018 Tanggal
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